
LEMBARAN DAERAH IGBUPATEN TABALONG
TAHUN 2OI. 1 NOMOR 20

P TffiBUPATE}g TABAI$T{G

ffiolfioR, 20 2011

T

PA#AK E{OT'E[,

DENGAT{ ffiTUTIAN YAI{G NfiAIIA ESA

BIIPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan
ketentuan Pasal 2 ayat tZl huruf a,
Undang-Undang Nomor ZB Tahun
zaog tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, dan untuk menggatri
sumber Pendapatan Asli Daerah
melalui sumber-surnber penerimaan
khususnya herasal dari penyelenggara
hotetr perlu ffiIeftetapkan Fajak Flotetr;

b. bahwa berdasarkan pertirnbartgan
sebagaimana dirnaksud dalarn huruf
a) perlu rnembentuk Peraturan Daerah
tentang PEak Hotel;

Mengingat : 1". undang-undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah ?ingkat
II Tanah Laut, Daerah ringkat II Tapin
dan Daerah Tingkat II Tabalong

/ {Lembafa{r. t. } }..... ,. ,
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(I,ernbararr Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nom:or 51, Tarnbahart

Lembaran Negara Republik Indonesia

Nornor 2755 );

2. tlndang-Undmlg
tentang Kitab U
Acara Pidarra
R.ePublik Indonesi
T6,TambahanLembaranNegara
Republik Indonesia Nornor 3209};

3.Und.arrg-UndangNomor52Tahun2oo4
tenta*f Pemerintahan Daerah (Lem-

baran Negara Repubtik Indonesia

Tahun zoo+ Nomor I25, Tarnbahart

Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 44g7\, seblgaimana telah

d,iubah beber apa kali, terakhir dengan

undang+lndang Nomor L2 Tahun 2008

trntarri Perubahan Kedua Atas

UnAarr=fUnda*g Nomor 32 Tahun 2OO4

tenta,f Pernerintahan Daerah (Lem-

baran Negara RePublik
Tahun 2008 Nornor 59'
Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a8a4\;

+. undang-undang Nomor 33 Tahun 2OO4

tentanfi f*ti*ba*gan Keua' garL Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah(LembararrNeraraRepubli-k
Ind.onesia Tahun 2oo4 lr{omor 126,

Tarnbahan Lembafan Negara Republik

Indonesia Nomor 4438) ;

I 5, Undang-... ro. ) r., r r
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I.Indang-undang Nornor 28 Tahun 2009

tentagg Pajak DaeraSr dan Retribusi
Daerah (tembatrafr Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nornor L30,

Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5O49);

undang-undang Nornor L2 Tahun 2o1 1,

tentang Pernbentukan Peraturan

Perunarnrundangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 20 lt Nomor

82-, Ta:rrbaharr Lembaran Negara

Republik tndonesia Nomor 523a1

7. Peraturan Pemerintah Nornor 27 Tahun

1983 tentang Pelaksanaan Kitab

Und,agg-Und*rrE Hukrrm Acara Pidana
(kmb {ru,. Negara Republik Indonesia

Tahun 1983 Nornor 36, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3258), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nornor 58

Tahun 20 10 tentalg Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
20 10 tentang Pelaksanaan Kitab

undang-undang Hukum Acara Pidana

(Lemb*rn Negara Republik Indonesia

Tatrun 20 10 Nomor 90, Tambaha-n

Lembaran Negara Republik Indonesia

Nornor 51a5);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
20OS tentagg Pengelolaan Keuartgan

Daerah (Lemb ararL Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2005 Nornor tr 40,

Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomot 4578) ;

f 9. Peraturarl. -. r. ' r.. -. r
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9. Peraturan Pemerintah Nornor 69 Tahun
2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutart
P4iak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tatrun 20 10 Nomor 1 19, Ta:nbahal
Lembaran Negara R.epub[ik Indonesia
Nomor 5161);

LO.Peraturan Pernerintah Nomot 9L Tahun
2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang
Dipungut Berdasarkan Penetapan
Bupatiatau Dibayar Sendiri Oleh Wajib
P4rk (Lembaran Negara RePublik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,

Tamlcahan Lembaras Negara Republik
Indonesia Nomor 51791;

1 1". Peraturan Menteri Dalaln Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubatr beberapa
ka1i, lerakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun ?ALL
tentagg Perrrbahal Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

L}.Peratur€u3. Menteri Dalaln Negeri Nomor
53 Tahun 20 1 1 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah;

l3.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Tabalong Nomor 02 Tahun
199 1 tentang Penyrdik Pegawai Negeri

Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah

l Kabupatel]. ., . r ., .. r,'



I
h

tsaJr

Kabupaten Daerah Tingkat II
Tabalong {Lemb araf,t Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Tabatong Nomor 9 Tahun 199 1

Seri C Nomor Seri 1);

tr.4.Perafuran Daerah KabuPaten
Tabalong Nomor 09 Tahun 2OOT

tentang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Tabalong
(Lernbaran Daerah KabuPaten
Tabalong Tahun 2OOT Nomor 09,
Tambahan Lernbara.n Daerah
Ka.bupaten Tabalong Nomor 03);

15. Peraturan Daerah KabuPaten
Tabalong Nomor 10 Tahun 2007
tentang Orgarrisasi Peranghat
Daerah Kabupaten Tabalcng
{lrmbaran Daerah KabuPaten
Tabalong Tahun 2OO7 Nomor trO,

Tarnbahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 04);

16. Peraturan Daerah KabuPaten
Tabalong Nornor 02 Tahun 20 10
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 20 10 Nomor 02,
Tambahan Lemba.ran. Daerah
Kabupaten Tabalong Notlor 01);

/Dengan
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Deng&$- Persetujuan Bersarna

I,A3S DAERAT{
ETT TS,BALONG

Menetapkan :

dan

BTTFATI TABAT$NG

IVTEMUTUSI(AN:

PERATURAN DAERAH TENTANG

PAJAK HOTEL.

EAB I

I{ETENTTTAI{ UMUM

Pasal L

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

t, Daerah ad.alah Kabupaten Tabalong.
Z. pemerintah Daerah adalah bupati darr peran'g&at

daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tabalon'g'
4. k adalah

yarrg be
g perpE

dengarr peratrrran perundang-undapgall'
E. Badan adalah s"Ii*r*pulan orang dafllatau modal

yang mefl.rpakan kesatuaB, baik yang melakrrkan

/usaha
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usaha mar.rpun yang tidak melal<ukan usaha ya*g

meliputi perseroaff. terbat*s, perseroafi komari<i'rter,

perseoor* lainnYd, badan usaha milik negara

(tsuMN), atar.r bada, usaha rnilik daerah IBUMD]

dengan narna dafl dalarrr bentr-lk epapuil, firma,

kcngsi, koperasi, d,ala pensiun, persekrrtua-rr,

pertr*,rmpulan, YaYasafl", organisasi massa, orgafiisasi

sosial piritil., atau organiJasi 1ainnya, Iernbaga darr

hentuk bad"an lainnya terrnasuk kontrak investasi

kolektif dan hentr.rk usaha tetap.
6. Pajak Daerah yang selanjqtnya-disebut pajak adalah

kontribusi **jiu f"p*da daerah yarrg tenrtang oteh

orang piiu"di atau bad.an yang bersifat memaksa

berdasarkan Und.ang-Und'ang, dengan' tiqak

mendapatkan irnbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan daerah bagr sebesav-

beiarnya kemakmu' r ar7' ratr<Yat "

7. pajak F{otel adalah pajak atas pelayanan yang

disediakan oteh hotel.
g. Hotel adalakr fasittas penyediaan jasa penglnapan/

peristirahatan terntasuk jisa terkait lainnya dengan

dipungut bayaran, yang nft.encalmp juga urotel,

losmefi, gUUuk pariwi*at*, pesanggt+an' rtr;'mah

penginapin dan seJenisnya, serta rumah kos dengan

jumlah kamar teuilr dari 10 (sepuluh) termasuk

a'mah bedak yang kamarnya berderet lebih dari tC
(sepuluh).

g. surat pemberitahunafl. Pqlak Daerah yang

selaljutnya disingkat spTPD adalah surat yang oleh

*4iib p*jak aigrrr.akan untuk melaporkan

penghitungalt dag latau pernbayaran pajak, objek

b"jri durrTatau buka, objek pajak dan f atau harta

dar1 kewqiiban sesuai dengan ketenhran perafi-:.rari.

pffiundutts-undartgan perpaj akarr daerafu '

I LA. Surat.. r . !', . ! .. r
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XO. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selafljutnya

disingkat sspD adatah bukti pennblyaran atau

penyetoran pajak yang telah dilalfi.rkan dengart

menggunakan forrnulir itau telah dilalrukan dengaLl.

cara t*in ke kas daerah melalui tenapat pembayaran

yang ditunjuk oleh buPati'
1 1. Surat Ketetapan pajak Daerah Kurang Bayar yafrg

selarrjutnya disingkat SKPDKB adalah surat

ketet;ed pqiak vrrrs $lenentukan besarnya jurnlah

pokok' pqirl., 
-j*rfrlah kredit paj+, jumlatr

kelcurangan pe*bayaran pokok p4iak, besafnya

sanksi *t*inistratit dan jumlakr pEak yang masih

hams dibaYar.
lz.Surat Ketetapan pajak Daeratr Lebih Bayar yang

selaljutnya disingkat SKPDLB adalah surat

tcetetapd pajuk y"rrs rnenentukan jrr*lah kelebihart

pembayara, paj;k karena jumlah kredit pajak lebih

besar jrrip*.i* peiak yang tenrtang atau seharusnya

tidak terutang.
13. Surat Ketetapan pajak Daerah Kurang Bayar

Tarrrbaharr y*e selagjutnya disingkat SKPDKBT

adalah surat tcetetapan pal yang fiIenentukan

tambahan atas jurnlah pajak yang telah ditetapkan.

!4.Surat Ketetapan Pqirk Daerah Nihil ya.ng selanjut-

nya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak

yang menentukan jumlah pajak safira besarnya

aengan jumlah kredit p4iak atau pqiak tidak
terulang Oa,, tidak ada kredit p4iak.

1s. surat tagihan pajak Daerah yang selanjutnya

disingkat 
*sTpD 

aA*rr, surat unturk melalnrkart

ta*ih;; pajak dan latau sanksi adrninistratif berupa

bunga danf atau denda'
16.Kas Daerah adalah Kas milik Pemerintah Daerah.

/BAB II
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BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUzuEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Hotel dipungut pAiak atas
pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Pasal 3

(U Ohjek pqi ak adalah pelayanEus. yang disediakan oleh
hotel dengcur pernbayararl, termasuk jasa penunjang
sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya
fiLemberikan kemudahan dan kenyarnananr
terrnasuk fasilatas olahraga dan hiburan.

{21 Jasa penunjang sebagairnana dimaksud pada ayat
(1) adalah fasilitas telepon, faksimale, teleks,
internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika,
transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang
disediakan atau dikelola hotel.

(3) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana
dirnaksud pada ayat (U adalah :

a, jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan
oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;

b. jasa sewa aparternen, kondominium, da-n
sejenisnya;

c. jasa ternpat tinggal di pusat pendidikarr atau
kegiatan keagamaan;

d. jasa tempat tinggal di rurnah sakitl asrarna
pera$rat, panti jompo, panti asuhan, Czu: panti
sosial lainya yang sejenis; dan

le. jasa.,..
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(21

ElO-

e. jasa biro perjatanan atau penjalarlElrr. rnrisata yang
diselenggarakan oleh hotel yang dapat
dimanfaatkan oleh lrmlrm.

Pasal 4

Subjek Pqiak Flotel adalah orang pribadi atau badan
yang rnelakukan pembayaran kapada orang pribadi
atau badan yang mengui*fr*f.an hotel. -

Wqiib Pajak adalatr orang pribadi atau badan yang
mengusahakan Flotel.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN TATA CARA
PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

Dasar pengenaan. Paj ak Hotel adalah juinlah
pembayaran atau yang sehartrsnya dibayar kepada
hotel.

Tarif PEak Hote1
persen).

Pasal 6

ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh

Pasa1 7

Besaran Pokok P4iak Hotel yang terutang dihitung
dengan cara mengalikan tarif Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak
sebagairnana dimaksud dalam Pasal 5.

,/BAB I\N
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BAB IV

WILAYAI-T PEMUNGUTAN

Pasal I

t}.iak yang terutang dipur:gut di ternpat ?rotel berlokasi
diwilayah Kabupaten Tabalong.

BAB V

MASA PAJAK DAN PENETAPAN PA"IAK

Pasal 9

-M?** pdak adalah jangka waktu 1 (saru) bulal
kalender atau jangka waktu tain yang Cratur dengan
Peraturan Bupati paling trama 3 {tiga} bulan kalender,
yang rnenjadi das$ bagl w4iib pdak unflrl< ruaenghituns,
filenyetor, dan melaporkan pajak ya:rg teruta.rtrs.

Fasal 10

setiap wajib pqiak membayar pajak yarrg terutang
dengan dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkag
peraturan perund*rg-undangan perpqi akan.

Pasal 11

(U Setiap wqiib pdak penyelenggara Frotel wqiib mengisi
SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayar (U hanrsdiisi dengan jelas, benar dan lengkap serta
ditandatangarai oleh qft4iib pqiak atau kuasanya.

,' (3 i S,DTFD

{
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(4)
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SPTFD sebagaimana dirnaksud pada ayat (11, hanrs
disantpaikam kepada bupati selambai-lambatnya I 5
$ima belas) hari setelatr beraktrirnya masa pdak.

Ketentuan lebih laeiut rnengenai bentuk, isi dan tata
cara penssian SPTPD diatur dengan Perafiran
Bupati,

Pasal Lz

Wajib pqiaf{ memenuhi kewajiban perpajakan
sendiri sehagairnana dimaksud pada Pasal 10
dibayar dengan berdasarkan SPTPD, SKPDKB, daurrl

atau SKPDKBT.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
penerbitan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT
sebagaimana dirnaksud pada ayat (U diatur dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 13

Wqiib pqiak yang nftembayar sendiri, SPTPD
sebagaimana dimaksr,ld dalarn Pasal !2 Cigrrnakarl
untu.k rzrenglritung dan rnenetapkan pajak sendiri
yang terut&ng.

Dalam jangka waktu 5 (tima) tahun sesudah saat
terutangnya pajak, bupati dapat menerbitkan:
a. SKPDKB;
b. SKPDKBT;
c. SKPDN.

(3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a diterbitkan :

a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau
keterangan lain, paj ak yang terltang idak atau
kurang dibayar 7 dikenakan sanksi adminisrasi;

i b. apabila. . r...,.

(1)

(21

(1)

(21
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b. apabila SPTPD tidak disarmpaikan dalam jangka
waktu yang ditenfl.lkan dan ditegur secara
tertulis, dikenakan sanksi administrasi;

c. apabila kewat'iban rnengisi. SPTPD tidak dipenuhi,
pajak yang tenrtang dihitung secara jabatan.

(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru
atau data yang semula belurn terungkap yang
menyebabkan penambahan jumlah pajak yang
terutang.

(5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2\ huruf c
diterbitkan apa.bila jumlah pajak yang terutang
sarna hesarnya dengan jurnlah lcredit pqiak atau
pdak tidak terutang dan tidak ada kredit pariak.

BAB VI

TATA CAIilT PEMBAYARAN

Pasal L4

(1)

(2\

Pemungutan paj ak dilarang diborongkarL,

Pembayaran pajak dilakukan di kas daerah atau
tempat lain yang ditunjuk oleh bupati sesuai waktu
yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKET
dan STPD.

{3) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain
yang ditunjuk, hasiJ penerimaan pqiak harus disetor
ke kas daerah selatnbat-lambatnya 1 x 24 jam.

{41 Pernbayaran pajak sebagainnana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (21 dilakukan dengan menggunakan
SSPD.

/(5) ssPD 'q
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t5) SSPD wajib diisi Cengan jelas, benar da* lengkap
serta ditandatangani oleh wqiib pqiak Eta,
kuasanya.

(6) SSPD wqiib disampaikan kepada instagsi/pejabat
yang berwenang,

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, dantata cara penssian dan penyampaian sspD
sebagaimalLa dimaksud pada ayat (41 diatrrr dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 15

{U Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasa1 L4 ayat (2) diberikan tapda bukti
pembayaran dan dicatat dalam bukrr penerifilaan.

{21 Ketenfiran lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, isi,ukuran tanda bukti pembayara$ d; buku
penerimaan pa.iak sebagaimana dimaksud pada ayat
tU diatur dengan peraturan Bupati.

BAB VII

PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK

Pasal L6

(U Bupati berdasarkan peffinohonan w4iib pqiak dapat
merrrberik€iln pengurangan dan keringanan pdak.

(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pemberian pengurangan dan keringanan pqiak
sebagaimana dimaksud pada ayat {U diatur dengan
Peraftrran Bupati..

I Pasal 17
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Pasal LT

tU Bupati dapat menerbitkan STPD apabtla:
a, pajak yang tenrtang tidak atau kurang dibayar;
b. dari hasil pemeriksaaan SPTPD terdapat

kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat
salah tulis dan I atatt salah hitung;

c, w4jib pajak dikenakan sanksi administratif
berrrpa bunga dan/atau d.enda.

(21 Jurnlah kekurangan pajak yang tenrtang dalana
STPD sebagaimarta dimaksud pada ayat (U humf a
dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif
benrpa bunga sebesar Zo/a (dua persen) setiap bulan
untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat
tertrtangnya pdak,

Pasal 18

(1) Bupati rnenentukan tanggal jatuh ternpo -pem-
bayaran dan penyetoran pajak ya:Eg tenrta#Ig paling
lama 30 {tiga puluh} hari kerja setelah saat
terutangnya pajak.

(2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Kepuhrsan
Pembetulan, Surat Keputusan Keheratan dan
Futusan Bandi*g ya:rg rnenyebabkan jumlah pqiak
yang harus dibayar bertambah merupakan dasar
penagihan pdak dan harus dilunasi dalam janska
waktu paling lama 1 {satu} buSan sejak tanggal
diterbitkan.

/ (3) Btrpatir r !.. { ,. r, r. r
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(3I atas an wajib paj ak setelah
uhi pe yang ditentukan dapat

meraberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk
rnengangsur atau menunda pemhayaran pajak
dengan dikenakan bunga sebesar 2% {dua persen}

sebulan.

(4) bih lanjut rnengenai tata cara
penyetoran, tempat Pernbayaran,

penundaan pembayaran pqiak diatur
dengan Peraturan BuPati.

Pasal 19

{U Pdak yang temtang berdasarkan SKPDKB,
SfpnI{BT, STPD, Surat Keputtrsan Pem.betulan,

t1t penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan
b erdasarkan peraturan perundarfg-undangan "

EAB VIII

I(ADALUARSA

Pasal 20

tU Hak untuk melakrrkan penagihal pqiak menjadi
kadaluarsa setelah melampaui jangka rvaktu 5 (lima)
tahun, terhitung sejak saat terutanglya pqiak,
kecuali apabila wajib pajak melaktrkan tindak
pidana dibidang perpajakan daerah.

l12) Kada-luarsa.

-/
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tZ) Kadaluarsa penagthan pqiak sebagaimarla dimaksud
pada ayat {1} tertang$rh aPahila :

a. diterbitkan surat teguran dwrlatau surat paksa;

atau
h. ad.a pengalnran utagg pajak dari wajib pqiak baik

langsung maupTf,n tidak langsung'

(g) Dalam tral diterbitkan Surat Teguran dwrlatau Surat
paksa sebagaimana dirnaksud pada ayat tzl huruf a,

kadaluarsa penagrhan dihitung sejak txrggal
penyampaian Surat Paksa tersebut'

(4) pengalman utang padak $ecara langsunq sebagaimana
dimaksud pada avai (2) truruf b adalah Wajib Pajak

dengag kesadarannya ffrenyatakan masih mernpunyai

utang p4iak dan belum melunasinya kepada
Pemerintah Daerah-

tS) pengalanan utang secara tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat t2) huruf b dapat diketahui dari
pengajuan perrnohonan arrgsuran atau penundaan
p**Uayararr dan perrnohonan keberatan otreh wajib
pajak.

Pasa1 2L

(U piutasg pajak yang tidak rnungkin ditagih la# karena
hak untut *etatcukan penagihan sudah kadaluarsa
dapat dihaPuskan.

(2I penghapusan piutang pqiak sebagaimana dimaksud, 
padi ayat (1) ditetapkarr dengan Kepufirsan Bupati.

(g) Ketentuan lebih tanjut mengenai ta:t, cara
penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluarsa
diatur dengan Peraturan BuPati.

,,,8 {R IX.
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BAB X

INSBNTtrF PEMUNGUTAI{

Pasal 24

(1) Instansi yaflg melaksanakan pernungutan pajak dapat

diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerj a

tertentu,

(zl pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada a,Yat\ ' (1) ditetapkafr melalui Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah.

(3) Ketentuan Lebih lanjut rnengenai tata cara- pernberianL 
dan pemanfaatan insentif sebagaimaria dimaksud pada

ayat (1) diatur sesuai peraturan pertlndang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIIGN

Pasal 25

(U pejalcat pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan
pemerintah Daerah diberi *ewenang khusus sebagal

penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pid or,z

aiuid"rrg perpajakan D :rah, sebagaimana dimaks'.lc

dalam undang-undang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang penyidik sebagairnana dimaksud paCa 8-'n-3't

(1) adalah i

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan m,er-eIi-ri

keterangari atau laporan berkenaan Cenga-n trii-cak

pidana di bi,cang perpajaka::r iaerah agar

keterangan atau laporan tersebut n:enl adi lebih

lengkaP dan jelas;

lb- mengliti.. r. . o. r.. -. .

ffi
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b. rneneliti, H1encori, darr rnengumpuikan keterangarl

rnengenaro,*''g,pribadiatauadantentang
keben arar1, perbuata* yaflg dilalfirkan sehubungan

d*ngan tindak pidan* q*tp*j$** daerah;

c. meminta keterlnsrr, ;1*{ baha* bukti dari orang

pribadi atag Ba,Can sehubungan dengal tindak

Pidarra di bi'Cang Perpqi daerah;

d. rnemeriksa uuf,u, tatatan, dan dokuf,nen lain

berkenaan d,engan tinaar< pidana di bidang

perpaj g&ian daerah; 
r^ ^- ,-.,^#r.,r-r rnerldanatkan

e. rnelatn,ka' p;fi#ledahan untuk mendapatkart

bahan bukti pembukuan, pengatatarr' dart

dok*men lain, serta melalnrkan penyttaan terhadap

bahan bukti tersebut;

f. meminta ba*tua3 tenaga ahli dala:n ranglca

pelaksanaan ftrgas penvia**, tindak pida'a di

bid;g Perpeiakan daerah;

g. meny,,rnrh bethenti dan fata:u melarang seseorang

meninggalka* ruangan atau tempat pada saat

perneriksaa, seda*f tttla*gsung da* rnemeriksa

identitas oraJag, beida, d,,.'latatr dokurnen yang

h. *3ffi?;", seseorang yang berkaitan dengan tindak

Pidana Perp4iakan daerah;

i, memanggil orang untuk didengar keterangannya

dan diperiksa **6u"gai tersangka atau saksi;

j. *"rrfr*nlikan penyidikan; dan/atau

k. melalnrkan tindakan lain yang- perlu untuk

kerancaran. penyidika' u"a"ri pidurrr" di bidang

perpajakan 
'dalrah sesuai lengan ketentuart

peraturan perundang-undangall'

(3) penyidik sebagaima,a dimaksud pada ayat (1) mem-

beritarrukan dimutainya o-l*,cikarr darr meny'ampai-

kan hasil penyidikanny; r<P1aa Penunhrt umun:

melalui penyia* re3ailat porisi Negara Republik

Indonesia, sesuai dengan ketentuan )'ang diatur dalam

Undansluttaang Hukurn Acara Pidana'

lBAB xII...'."..'
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BAB XII

SANKSI FTDANA

Pasal 26

(u w4ib pajak yang karena kealpaannya tidak
meny"*p"lt rn Surit Pernheritahuan Pajak Daerah
atau mengisi d.engan tidak benar atau tidak lengkap

atau *etampirkan keterangan yang tidak benar

sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana
dengai pidanftorrungan paling lama 1 (sahr) tahun
atau pidaga denda paling banyak 2 (du3) kati jumlatt
p4iallterutang yang tidak atau krrrang dibayaf'

(2) Wqiib pajak yang dengan sengafa tidak menyarnpaikan
SpTpD atau mensisi dengan tidak benar atau tidak
lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak
henar sehingga rtr€rrgrkan keuangan daerah dapat
dipidana densan pidana penjara paling 1** 2 (dua)

tahun atau pidani denda paling banyak + {empat} kali
jumlah pdak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(g) Tindak pidana di bidang pe{paiakan daerah tidak
d,ituntut setelah melampaui jarrgka waktu 5 (lima)

tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya
masa pq,ak atau berakhirnya tahun pajak yarrg

bersanglru.tart.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaktr, maka
peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun
2001 tentang Pqiak Hotel {I,embaran Daerah Ihbupaten
Tabalong Tahun 200 1 Nornor 10, Seri B Nomor Seri 02)

dicabut da11 dinyatakal tidak berlaku.

1 Pasal 28



Peraturarl Daerah ini
diundangkan.
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Pasal 28

mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahka'pengundangan Peraturan Daerah ini Oert*r*penempatannya daJam Lembaran Daerah Kabup*i**
Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 2T Desember 2011

EUPATT TAEAI,oilG,

Cap. ttd.

TT. R.ACHMAIE RAMSYI

Diundangkan di Taqiung
pada tanggal ZT Desernber ZOII

SEKRBTARIS DAERAII
I{ABUPATEN TABALONG,

H. ABDET tr'ADItLAH

LEMtsARAN DAERAH IffiBUPATEN TABALOI\ G
TAHUN 2011 NOMOR 2A

t _ H


